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NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 10
TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT SANGGAM CIPTA SEJAHTERA
SEBAGAI BANK PELAKSANA PROGRAM “SANGGAM BAKABUN*

Menimbang :

Mengingat

(BAHUTANG KADA BABUNGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan
perekonomian di daerah serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha
mikro dan kecil agar berperan aktif dalam pembangunan
ekonomi, perlu peran serta dari Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik
Daerah untuk mendukung perekonomian daerah;

bahwa dalam rangka efiesiensi, efektivitas dan
akuntabilitas serta  tertib  administrasi = dalam
pelaksanaan dan pertanggung jawaban program
“Sanggam Bakabun” (Bahutang Kada Babunga) perlu
dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme
pelaksanaan program di lapangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan
kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Sanggam Cipta Sejahtera Sebagai Bank Pelaksana
Program “Sanggam Bakabun Perubahan atas Peraturan
Bupati Balangan Nomor 10 Tahun 2023” (Bahutang Kada
Babunga);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6173);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1375);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14
Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari
Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran
Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT SANGGAM CIPTA
SEJAHTERA SEBAGAI BANK PELAKSANA PROGRAM
“SANGGAM BAKABUN” (BAHUTANG KADA BABUNGA).

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas
Bank Perkreditan Rakyat Sanggam Cipta Sejahtera Sebagai
Bank Pelaksana Program “Sanggam Bakabun” (Bahutang
Kada Babunga) (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2023 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Calon Penerima Pinjaman kredit Program Sanggam
Bakabun mengajukan permohonan pinjaman kredit
kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.

(2) Calon Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah menjalankan usahanya minimal
selama 6 (enam) bulan.



(3) Calon Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai Nomor Induk Berusaha yang
proses pengajuan izinnya melalui SKPD yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan

perizinan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Ditetapkan di paringin

Diundangkan di Paringin

Salinan sesuai dengan aslinya
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